PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-21/DPRD/9/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENYEMPURNAAN
ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/14160/BPKAD-III tanggal 18
September 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Persetujuan yang diatur dalam
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah
Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara
RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2019 Nomor 1);



MENETAPKAN :
: Menyetujui

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN:

A. Pendapatan Daerah

- Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan Transfer

- Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

B. Belanja

- Belanja Operasi
- Belanja Modal

- Belanja Tidak Terduga

- Belanja Transfer

Total Surplus (Defisit)

C. Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan

- Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Lebih Pembiayaan

D. Jumlah

Penyempurnaan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Hasil

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Evaluasi Rancangan

9.088.863.537.034,00
690.436.231.591,00
8.388.389.577.043,00

10.037.728.400,00

11.789.126.000.000,00
6.575.819.904.019,00
4.313.313.820.198,00
21.326.871.826,00
878.665.403.957,00
(2.700.262.462.966,00)

2.700.262.462.966,00
2.806.136.462.966,00
105.874.000.000,00

11.895.000.000.000,00

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
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ABDUL RASID



